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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan 

prasyarat utama bagi setiap pemerintahan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat serta 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang akurat, transparan, terukur, dan sah secara 

hukum, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara bersih, akuntabel, dan 

bebas dari penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pengelolaan keuangan 

negara merupakan aspek penting dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk 

mengelola pemanfaatan sumber daya keuangan yang optimal dan tepat sasaran untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Puspitaningtyas & Endrayanto, 2023).  

Pengelolaan ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta 

pengawasan yang ketat agar dana publik dapat dialokasikan dan digunakan sesuai 

prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip 

dasar agar penggunaan dana negara tidak disalahgunakan, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas (Paulina 

Manintamahu et al., 2023). 

Pengelolaan keuangan negara juga menjadi tulang punggung yang memastikan 

segala proses pengelolaan dan manajemen keuangan berjalan lancar dan sesuai aturan. 

Pengelolaan keuangan negara melibatkan penyusunan kebijakan, prosedur, dan 

mekanisme pelaporan yang terstruktur agar segala transaksi keuangan negara dapat 

dipantau secara transparan. Selain itu, administrasi juga berperan dalam mendukung 

pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta audit agar setiap langkah pengelolaan 

keuangan dapat diawasi dengan baik. Dengan administrasi yang kuat, risiko 

penyelewengan dana dapat diminimalkan, sehingga tercipta tata kelola keuangan negara 

yang sehat dan berkelanjutan (Rahim, Hakim, Purnama, Hafitsyah, & Zahira, (2023). 
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Dalam manajemen keuangan negara lebih spesifik pada bagaimana mengatur 

alokasi dan penggunaan anggaran negara untuk memastikan stabilitas fiskal serta 

keberlanjutan pembangunan ekonomi (Juwanto & Kuntadi, 2023). Manajemen ini 

mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penyusunan anggaran, monitoring pengeluaran, 

hingga evaluasi hasil penggunaan anggaran. Tujuan utama dari manajemen keuangan 

negara adalah memastikan bahwa setiap alokasi dana tidak hanya sesuai dengan peraturan, 

tetapi juga menghasilkan dampak maksimal bagi pembangunan nasional (Abdillah, 2022). 

Efisiensi dalam penggunaan anggaran dan optimalisasi pendapatan negara 

menjadi fokus utama agar tidak terjadi pemborosan serta defisit anggaran yang merugikan 

perekonomian (Nurmalasari, Diah Kumalasari, Putri Prawitasari, Indira Dewiningrat, & 

Ari Krismajayanti 2023). 

Tabel.1.1 
Realisasi Pendapatan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022-2024 (Triliun Rupiah) 

Uraian 

Realisasi (Audited) 
2022 2023 2024 

Realisasi 
(Audited) 

Realisasi 
(Audited) 

Realisasi 

A.   Pendapatan  Negara  dan  Hibah       
I.   Penerimaan Perpajakan     2.034.552,44     2.154.208,22     2.309.859,80  
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak       595.594,56        612.537,30        492.003,10  
III. Penerimaan Hibah            5.696,16           17.184,16                 579,50  
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah     2.635.843,16     2.783.929,68     2.802.442,40  

Sumber: Kementerian Keuangan APBN ,2024 

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan Pemerintah Republik Indonesia 

pada tahun 2024 berhasil mencapai pendapatan negara meningkat sebesar 6,3% 

dibandingkan proyeksi tahun 2023, yang sebagian besar didorong oleh upaya optimalisasi 

penerimaan negara sambil tetap mempertahankan iklim investasi yang kondusif dan 

melanjutkan reformasi perpajakan secara berkelanjutan, penerimaan negara bukan pajak 

sebesar Rp2.802,4 triliun atau 101,4% sejak target APBN 2024. Pendapatan tersebut 

sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.309,9 triliun, 
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disusul oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp492,0 triliun, serta 

penerimaan hibah sejumlah Rp 0.5 triliun. 

Pendapatan negara merupakan pemasukan yang digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka mendukung pembangunan 

nasional. Yang dimaksud dengan penerimaan negara atau pemasukan pemerintah 

mencakup berbagai sumber seperti pajak, retribusi, laba dari perusahaan milik negara, 

denda, sumbangan dari masyarakat, dan lain sebagainya. 

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan Pendapatan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) bersumber dari sejumlah sektor seperti sumber penerimaan 

ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam, penyediaan layanan publik, serta layanan 

lainnya yang diatur oleh pemerintah. PNBP berperan sebagai sumber pendanaan yang 

signifikan dalam mendukung pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan 

terhadap pendapatan dari sektor perpajakan. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) awalnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 

Tahun 2000 mengenai tarif atas jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Departemen 

Perhubungan, yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Perhubungan.  

Perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sejak tahun 

2002 melalui Keppres Nomor 47 Tahun 2002 yang sebelumnya merupakan bagian dari 

struktur organisasi Departemen Perhubungan, kemudian bertransformasi menjadi 

Lembaga Pemerintah Nondepartemen, maka diterbitkanlah peraturan pemerintah No.24 

tahun 2008 tentang tarif yang ditetapkan atas jenis penerimaan non-pajak di Badan 

Meteorologi dan Geofisika (BMG).  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 2009 Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengalami perubahan nama 

menjadi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 5, 

dijelaskan bahwa: Instansi yang memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

dapat memanfaatkan sebagian dari dana tersebut untuk keperluan tertentu, dengan catatan 

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Sejalan dengan berlakunya PP 
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Nomor 24 tahun 2008 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penggunaan dana sebagai mana 

yang dimaksud dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional, pemeliharaan, 

serta investasi, termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia guna 

meningkatkan mutu pelayanan meliputi kegiatan riset dan inovasi teknologi, penegakan 

hukum, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan yang mengandalkan kompetensi 

intelektual tertentu. 

Pemerintah saat ini tengah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara yang 

berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna mendukung pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Seluruh kementerian dan lembaga 

non-kementerian di Indonesia yang memiliki beragam jenis PNBP diharapkan dapat 

memaksimalkan potensi penerimaan tersebut. Selain berfungsi sebagai sumber 

pendapatan dalam negeri, pemungutan PNBP juga memiliki peran penting dalam 

menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini menjadi salah satu sumber 

pendapatan negara yang sangat vital selain dari penerimaan perpajakan. Hal ini 

disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir penerimaan dari pajak seringkali belum 

mencapai target yang ditetapkan. Akibat kurang tercapainya penerimaan pajak, PNBP 

menjadi andalan bagi kementerian dan lembaga dalam mendanai layanan kepada 

masyarakat. 

Optimalisasi berarti pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan secara efektif dan 

efisien. Saat ini, upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah 

diterapkan pada sektor sumber daya alam (SDA), minyak dan gas bumi (migas), non-

migas, serta PNBP lainnya yang berasal dari fungsi dan kegiatan umum di 

Kementerian/Lembaga (K/L). Pengenaan serta pengelolaan PNBP di K/L merujuk pada 

Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L. Beberapa 

jenis penerimaan yang masuk dalam pos PNBP K/L meliputi SDA non-migas dan 

pungutan atas layanan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi tiap K/L. 
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Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun peran PNBP terus 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak hanya tercermin dalam data statistik, tetapi 

juga terlihat dari kontribusinya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Upaya ini seiring dengan tujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dikelola dan dimanfaatkan 

dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan demikian, peran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

dalam mendanai berbagai kegiatan menjadi krusial guna mendorong kemandirian bangsa 

dalam pembiayaan negara dan pembangunan. PNBP juga memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penerimaan di BMKG, khususnya dari 

layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna. 

Tabel.1.2 
Realisasi Pendapatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) 

KODE URAIAN 
REALISASI PENDAPATAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

42 

PENDAPATAN 
PENERIMAAN 
NEGARA 
BUKAN PAJAK 

97.227.992.768 65.377.648.788 152.903.952.231 146.757.348.685 230.340.819.498 

4251  Pendapatan dari 
Penjualan, 
Pengelolaan 
BMN, I Badan 
Usaha 

2.557.821.901 2.703.111.989 6.294.425.334 2.704.401.334 3.893.649.704 

4252 Pendapatan 
Administrasi Dan 
Penegakan 
Hukum 

891.552.900 1.258.187.501 1.464.212.900 1.632.037.100 1.313.935.000 

4254 Pendapatan 
Pendidikan, 
Budaya, Riset, dan 
Teknologi 

87.531.448.518 56.605.291.764 93.123.865.597 131.416.912.070 212.553.740.965 

4256 Pendapatan Jasa 
Lainnya 

  1.180.000 1.000.000 130.000 47.912.000 

4257 Pendapatan 
Bunga, 
Pengelolaan 
Rekening 
Perbankan, dan 
Pengelolaan 

260.980.016 130.247.006 64.678.747 18.647.541 228.848.665 
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KODE URAIAN 
REALISASI PENDAPATAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

4258 Pendapatan Denda 450.966.733 961.270.727 324.785.349 1.694.487.854 1.081.254.289 

4259 Pendapatan Lain-
Lain 

5.535.222.700 3.718.359.801 51.630.984.304 9.290.732.786 11.221.478.875 

Sumber: Laporan Keuangan BMKG APBN ,2024 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2, pendapatan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun 2024 

mencapai 57% dari proyeksi (Outlook) tahun 2023. Kontribusi terbesar berasal dari sektor 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang menyumbang sebesar 

Rp212.553.740.965 atau sekitar 62%. Pendapatan tersebut terutama berasal dari kategori 

pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi pada tahun 2024. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) mencakup berbagai sumber pendapatan, antara lain: (4251) 

pendapatan dari penjualan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan iuran dari 

badan usaha; (4252) pendapatan dari kegiatan administrasi dan penegakan hukum; (4254) 

pendapatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; (4258) pendapatan 

dari denda; serta (4259) pendapatan lainnya. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menjalankan fungsi pemerintahan di 

bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, BMKG termasuk dalam LPND yang 

memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersifat fungsional, yakni penerimaan 

yang diperoleh melalui pungutan atas layanan yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsi lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk layanan 

tersebut mencakup penyediaan informasi dan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, 

kualitas udara, dan geofisika secara andal untuk mendukung keselamatan serta 

menunjang keberhasilan pembangunan nasional. 
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Tabel.1.3 
Realisasi Pendapatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah) 
 

KODE URAIAN 
REALISASI PENDAPATAN 

2022 2023 2024 

4254 
Pendapatan Pendidikan, 
Budaya, Riset, dan Teknologi 

87.479.338.192 131.416.912.070 212.553.740.965 

425411 
 Pendapatan Ujian/Seleksi 
Masuk Pendidikan 

 82.125.000 568.500.000 

425412 
 Pendapatan Biaya Pendidikan 

 189.000.000 184.500.000 

425421 
 Pendapatan Layanan 
Pendidikan dan/atau Pelatihan 

 -  

425433 

Pendapatan Layanan 
Meteorologi, Klimatologi     dan 
Geofisika 

87.479.338.192 131.145.787.070 211.800.740.965 

 
JUMLAH PENDAPATAN 87.479.338.192 131.416.912.070 212.553.740.965 

Sumber: Laporan Keuangan BMKG APBN ,2024 

 
Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3, pendapatan dari sektor Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 62% 

dibandingkan Outlook tahun 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh pendapatan dari 

layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mencapai Rp212.553.740.965. 

Sumber utama pendapatan tersebut berasal dari layanan di bidang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

Pendapatan terbesar berasal dari Program Dukungan Layanan Manajemen serta 

Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (kode 425433), yang didanai sebagian 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana ini digunakan untuk menyediakan 

informasi penting yang mendukung keselamatan penerbangan, pelayaran, dan sektor 

lainnya. Untuk layanan informasi cuaca penerbangan, BMKG hanya memperoleh 4% dari 

total biaya layanan navigasi penerbangan. 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 

Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (LMKG) diperoleh dari 

penyediaan jasa di ketiga bidang tersebut, seperti: 
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1. Pengadaan data cuaca, iklim, dan geofisika. 

2. Penyediaan informasi peringatan dini cuaca ekstrim. 

3. Penyediaan jasa konsultasi dan analisis   meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

4. Penyediaan   data   dan   informasi untuk keperluan penerbangan, pelayaran, dan 

pertanian. 

 Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (LMKG) 

merupakan salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

diadministrasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam 

konteks penerimaan negara bukan pajak ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) menjadi pilihan studi kasus yang menarik. Hal ini dikarenakan peran 

strategis BMKG dalam memberikan layanan informasi cuaca, iklim, dan geofisika yang 

krusial bagi sektor publik dan privat, terutama dalam mitigasi bencana. Efisiensi dan 

akurasi dalam pengelolaan anggaran BMKG sangat penting karena data yang mereka 

hasilkan memengaruhi banyak sektor, mulai dari penerbangan, pertanian, hingga 

perencanaan kota. Oleh karena itu, integrasi sistem pengelolaan keuangan di BMKG 

menjadi esensial untuk mendukung operasionalnya yang cepat dan akurat diharapkan 

dapat tercipta tata kelola yang secara lebih optimal dan hemat sumber daya, sehingga 

dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sebagian dana 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari BMKG masih belum optimal. 

Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, 

sebagaimana diungkapkan dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pengelolaan PNBP menjadi fokus utama dalam audit BPK, dimulai dari tahap 

perencanaan program yang harus diselaraskan dengan kebutuhan prioritas lembaga serta 

kepentingan masyarakat. 

Kementerian dan Lembaga (K/L) menghadapi berbagai kendala terkait 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diungkap dalam 

temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Salah satu 

permasalahan yang diidentifikasi adalah adanya “Penatausahaan Penerimaan Negara 
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Bukan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan Stadar Akuntansi Keuangan” yang tercantum 

dalam neraca. Contohnya, pendapatan BMKG atas layanan navigasi penerbangan belum 

dibayarkan oleh penyelenggara navigasi penerbangan (Potensi pendapatan belum 

terealisasi). Bahkan, terdapat potensi PNBP yang kemungkinan besar tidak dapat tertagih, 

karena belum dilakukan pembayaran oleh maskapai penerbangan kepada pihak 

penyelenggara navigasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI). 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat 

yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) melakukan pemungutan dan pengelolaan PNBP sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BMKG 

Tabel.1.4 
Sistem Pengendalian Pendapatan, Rincian Nilai Potensi PNBP 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  
Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) 

 

No Uraian 
Tahun  

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Pendapatan dari penjualan, 

pengeloaan BMN 
     

2 Pendapatan Administrasi dan 
penegakan hukum 

     

3 Pendapatan pendidikan, 
Budaya, Riset dan teknologi 

4.083 6.109 9.395 20.560 15.862 

4 Pendapatan Jasa Lainnya      
5 Pendapatan Bunga, rekaning 

Perbankan 
     

6 Pendapatan Denda      
7 Pendapatan Lain-lain      

Sumber: LH PNBP BMKG  

Ketentuan terkait alokasi PNBP bertujuan memberikan kepastian bahwa dana 

tersebut digunakan secara tepat, yakni difokuskan untuk mendukung layanan publik dan 

tidak disalahgunakan. Namun, masih ada berbagai hambatan, seperti keterbatasan 

informasi, kurangnya fasilitas dan infrastruktur di berbagai bandara di seluruh wilayah 
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Indonesia, serta belum meratanya pelayanan informasi meteorologi penerbangan kepada 

seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, data yang disampaikan dalam layanan 

meteorologi penerbangan belum sepenuhnya konsisten dan standar. Saluran komunikasi 

seperti telepon dan AFTN (Automatic Fixed Telecommunication Network) pun sering 

mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik. Melalui penelitian ini, diharapkan 

dapat ditemukan solusi yang relevan dan tepat guna. Permasalahan di atas menunjukkan 

perlunya strategi optimalisasi PNBP yang dikelola oleh BMKG agar dapat memberikan 

layanan meteorologi penerbangan yang terbaik bagi masyarakat dan layanan yang aman, 

cepat, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk itu peneliti sajikan data 

sebagai informasi seperti berikut:  

Tabel.1.5 

Standar Jenis dan Ukuran Ruang Stasiun Meteorologi Kelas I dan II 
 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

 

No Jenis Pengamatan Vol Ukuran 
Standar 

Standar Kurang 
A Gedung Operasional     
1 Ruang Plotting 1 4x5 v  
2 Ruang Komukasi 1 6x8 v  
3 Ruang Teknis 1 4x4    2x2 
4 Ruang Radar 1 4x5  4x6 
5 Ruang Analisa 1 4x6 v 2 
6 Ruang Pelayanan 1 4x3  4x5 
7 Ruang Data 1 4x3 v  
8 Ruang Kepala Stasiun 1 5x8 v  
9 Ruang Kasubag Tata Usaha 1 3x3 v  

10 Ruang Kasi Observasi 1 4x3  4x4 
11 Ruang Kasi Datin 1 4x5 v  
12 Ruang Rapat 1 6x6  4x8 
13 Ruang Bendahara Rutin 1 3x3 v  
14 Ruang Bendahara Material 1 3x2 v  
15 Ruang Bendahara PNBP 1 3x2 v  
16 Urusan Tata usaha Umum 1 4x5 v  
17 Urusan Tata usaha Keuangan 1 4x3 v  
18 Urusan Penyimpanan Data 1 3x3 v  
19 Ruang Mushola 1 3x3 v  
20 Ruang Fasilitas Teknik 1 4x5 v  
21 Gedung Umum 1 4x5 v  
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No Jenis Pengamatan Vol Ukuran 
Standar 

Standar Kurang 
22 Pantry 1 2x2  2x3 
23 Kamar Mandi 1 2x2 v  
24 Kamar Mandi & WC (Toilet) 2 2x2 v  

      
B Gedung Observasi / Pelayanan      
1 Ruang Observasi & Barometer 1 4x6 v  
2 Ruang Observasi Udara Atas 1 4x4 v  
3 Ruang Workshop Udara atas 1 4x3 v  
4 Ruang Balon 1 4x3 v  
5 Pantry 1 2x2  2x3 
6 Kamar Mandi & WC (Toilet) 1 2x2  2 
      

C Bangunan Lainnya     
1 Ruang Gas  1 4x4 v  
2 Gudang Bahan Gas / Pembuatan Gas 1 4x3 v  
3 Gedung Genset 1 3x3 v  
4 Kolam Limbah Gas 1 2x2 v  
      

Sumber: Perka BMKG KEP.006 Tahun 2008 

 
Tabel.1.6 

Standar Peralatan Pengamatan Meteorologi  
 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

 

No 
Jenis 

Pengamatan 
Peralatan Jumlah Sinoptik Penerba

ngan 
Maririm 

1 Pengamatan Meteorologi Permukaan      
a. Konvensional Anemometer 1 Set v v v 
  Psychrome 1 Set v v v 
  Termometer 

Maksimum 
1 Set v - v 

  Termometer 
Maksimum 

1 Set v - v 

  Penakar Hujan 1 Set v v v 
  Alat Penguapan 1 Set v -  
  Penyinaran Matahari 1 Set v - - 
  Barometer 1 Set v v v 
  Sangkar Meteo 1 Unit v v v 

b Otomatis AWS/AMOS/AWOS  1 Set AWS AMOS/
AWOS*

*** 

AWS 

  Transmissiometer 1 Set - v - 
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No 
Jenis 

Pengamatan 
Peralatan Jumlah Sinoptik Penerba

ngan 
Maririm 

  Water Level  - - + 
  Cellometer 1 Set  v v 
  LIDAR Volcanic 

Ash**** 
1 Set  + + 

  Radar Cuaca**** 1 Set  + + 
  LIDAR 

Windshear**** 
1 Set  +  

  Wind Profiller**** 1 Set  +  
  LLWAS**** 1 Set  +  
  HF Radar**** 1 Set   + 
  AWS Maritim 1 Set   + 
  Termometer Air Laut 1 Set   + 
       

2 Pengamatan Meteorologi Udara Atas     
a Pilot Balon Tabung Gas  2 set v +  
  Filler 1 Unit v +  
  Teodolit 1 Unit v +  

b Radiosonde Tabung gas  3 set v +  
  Filler 1 unit v +  
  Receiver 2 set v +  

Sumber: Perka BMKG KEP.006 Tahun 2008 

(V) standar, (-) Kurang, (+) Penambahan 
Keterangan:  
*Gabung dengan Synop 
*} OBS dan otomatis 
**Untuk panjang landasan pacu lebih dari 2500m 
****sesuai dengan kebutuhan UPT 
 

Tabel.1.7 
Standar Peralatan Komunikasi dan Penunjang Pelayanan Meteorologi  

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
 

No 
Jenis 

Pengamatan 
Penerbangan Synop Penerbanagn Maritim Ket 

1 Pelaporan dan 
Pengumpulan 

VSAT/Frame 
Realy/VPN 

v v v Kurang 1 set 

  Telephone v v v Kurang 1 set 
  Faksimili v v v Kurang 1 set 

2 Penyebaran VSAT/Frame 
Realy/VPN 

v v v Masing-masing 
1 

3 Pengolah Data Komputer 
Pengolah 

v v v Kurang 1 set 
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No 
Jenis 

Pengamatan 
Penerbangan Synop Penerbanagn Maritim Ket 

  Pembaca Plas v    
  Kalkulator 

Scientific 
v v v Kurang 1 set 

4 Analisis Work Station v v v Masing-masing 
1 

5 Penyaji Komputer v v v Masing-masing 
1 

Sumber: Perka BMKG KEP.006 Tahun 2008  

 

Tabel.1.8 
Standar SDM Meteorologi Kelas I dan II 

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
 

No Rincian Komponen Klas I Klas II KETERANGAN 

A Observasi PNB MAR SNP PNB MAR Pelaksana Pend,Min 

1 Pengamatan 
Meteorologi Permukaan  

6 6 3 6 6 Obs D-I/D-II 
 

2 Pengamatan Khusus  5 5 3 5 5 Obs 
3 Pelayanan Data hasil 

pengamatan 
1 3 2 2 2 Obs 

4 Pelayanan data dan 
informasi 

1 2 1 1 1 Obs 

5 Pengumpulan data 
penyebaran data  

6 6 6 6 6 Kominikasi 

B Pengamatan meteorologi 
lanjutan: 

       

1 Radar 5 - - 5 - Prakirawan D-III 
2 Pilot balon 5 - - 5 - Obs D-I/D-II 
3 Rason + Pilot Balon 10 - - 10 -   
 Pelayanan:        

1 Pelayanan informasi dan 
prakiraan cuaca terbatas 

3 3 3 3 3 Prakirawan 
 

D-III 

2 Memberi 
briefing/pembinaan/pen
yuluhan 

3 6 5 3 5 

C         
1 Analisa peta cuaca dan 

permukaan dan udara 
atas  

3 5 - - - Prakirawan 
 

D-III 

2 Analisa udara atas 
dengan diagram aerologi  

2 - - - - 
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No Rincian Komponen Klas I Klas II KETERANGAN 

3 Prakiraan cuaca 
jangkauan luas 

2 3 - - - 

D         
1 Teknisi umum 2 2 2 2 2 Teknisi D-II 
2 Teknisi aerologi 2 - 2 2 - Tkn Aerologi 

3 Teknisi radar 2 - - 2 - Tkn RAdar 

E         
1 Kepala stasiun 1 1 1 1 1  D-III/S-1 

2 Kepala sub bagian tata 
usaha 

1 1 1 1 1  D-III/S-1 

3 Kepala seksi obeservasi 1 1 1 1 1  D-III 
4 Kepala seksi data dan 

informasi 
1 1 - - -  D-III/S-1 

5 Pelaksana tata usaha 8 8 5 5 5  SLTA 
 Jumlah  60 53 35 45 33 Pengamatan Pilot Balon 

 Jumlah  65 53 35 50 33 Pengamatan Rason+Pilot 
Sumber: Perka BMKG KEP.006 Tahun 2008 

Keterangan: 
D-II : Pendidikan Lanjut D-II Radio Teknik 
D-I/D-II : Lulusan Diklat AMG 
S-1* : Jurusan Eksakta 
S-1 : Berbagai Jurusan 
 

Tabel.1.9 
SDM Meteorologi Kelas I dan II 

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
 

No UPT Unit Kerja BMKG 
Keterangan 

Status Bandara SDM Kekuranga
n 

1 Sta. Met. Kelas I Kualanamu - Deli Serdang 45 8 
 

PT Angkasa Pura 
Aviasi 

2 Sta. Met. Kelas I Sultan Iskandar Muda - 
Banda Aceh 

39 14 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

3 Sta. Met. Kelas II Minangkabau - Padang 
Pariaman 

32 13 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

4 Sta. Met. Kelas II Silangit - Tapanuli Utara 29 16 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

5 Sta. Met. Kelas I Soekarno Hatta - 
Tangerang 

55 5 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

6 Sta. Met. Kelas II Ahmad Yani - Semarang 53 7 PT Angkasa Pura 
Indonesia 
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7 Sta. Met. Kelas I Sultan Hasanuddin - 
Makassar 

40 10 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

8 Sta. Met. Kelas I Djalaluddin - Gorontalo 34 19 Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara 

9 Sta. Met. Kelas I Frans Kaisiepo - Biak 
Numfor 

26 7 PT Angkasa Pura 
Indonesia 

10 Sta. Met. Kelas I Domine Eduard Osok - 
Sorong 

29 4 Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara 

Sumber: SOP SDM BMKG  

 

Tabel.1.10 
Pengamatan Udara Atas Meteorologi  

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
 

No Balai Besar Wilayah Jumlah 

Pelayanan Transmitter 

2 x 1 
hari 

1 x 1 
hari 

Modem Meisei 

1 Sta. Met. Wilayah I Medan 7 2 5 v  
2 Sta. Met. Wilayah II Ciputat 9 9   v 
3 Sta. Met. Wilayah III Denpasar  8 1 7 v v 
4 Sta. Met. Wilayah IV Makassar  7 1 6  v 
5 Sta. Met. Wilayah V Makassar 6 2 4 v v 

Sumber: SOP BMKG  

 
Pengamatan udara atas (upper-air observation) merupakan bagian integral dari 

sistem informasi meteorologi penerbangan yang berfungsi menyediakan data vertikal 

kondisi atmosfer, seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan arah/kecepatan angin dari 

permukaan hingga lapisan tropopause. Informasi ini sangat vital dalam mendukung 

keselamatan, efisiensi, dan regularitas penerbangan, terutama untuk kebutuhan analisis 

kondisi atmosfer tiga dimensi, pembuatan produk flight level wind forecast, deteksi 

turbulensi, wind shear, serta peringatan dini cuaca signifikan lainnya. 

Informasi yang diperoleh dari pengamatan udara atas (Rawinsonde) ini berupa 

arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, dan tekanan udara. Informasi dari 

pengamatan ini digunakan sebagai kewajiban untuk pertukaran data internasional WMO, 

bahan untuk analisis, prakiraan cuaca baik nasional maupun global. Standar yang 

ditetapkan WMO untuk pengamatan udara atas menggunakan radiosonde sebanyak 2 kali 
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perhari. Sehingga dari data ini masih ada kurang optiomal dalam memberi pelayanan dan 

masih dalam keadaan batas toleransi. 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti terdorong untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan pengawasan dan kepatuhan internal yang 

diterapkan oleh BMKG, dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Strategi 

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Layanan Meteorologi 

Penerbangan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menggali potensi jenis-jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh BMKG meliputi antara lain: 

1. Adanya potensi pendapatan yang masih dalam proses penatausahaan penerimaan 

negara bukan pajak jasa Layanan Meteorologi Penerbangan menunjukkan 

terdapat beberapa kelemahan dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan terkait 

laporan keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.  

2. Keterbatasan kegiatan pelayanan jasa layanan meteorologi penerbangan kurang 

maksimal dan kurangnya sarana prasaran di beberapa bandara seluruh Indonesia. 

3. Terbatasnya sumber daya manusia terhadap penerimaan dan anggaran dalam 

pelaksanaan kebijakan pengawasan dan kepatuhan internal. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengapa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa layanan 

meteorologi penerbangan di BMKG belum optimal? 
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2. Bagaimana strategi yang dapat mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak jasa layanan meteorologi penerbangan di Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? 

D. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan uraian latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengindentifikasikan dan menganalisis faktor–faktor yang menjadi penyebab 

belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa 

layanan meteorologi penerbangan dalam menunjang kinerja di Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

2. Menyusun strategi yang dapat mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa layanan meteorologi penerbangan di Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap konsepsi 

dan hal teoritik lainnya yang berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak 

sebagai faktor utama jasa layanan meteorologi penerbangan, penelitian ini dapat 

ditindaklanjuti dan diperdalam dengan penelitian lanjutan. Sehingga dapat 

dikembangkan dan disempurnakan serta membawa manfaat bagi pengembangan 

keilmuan dan pengetahuan yang lebih luas. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam konteks praktik dilapangan, temuan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pedoman praktis dalam mengoptimalisasikan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh 

pemegang wewenang kebijakan, baik itu pemerintah maupun instansi swasta 

dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan wawancara dengan informan kunci 

di lingkungan BMKG, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab belum 

optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Layanan Meteorologi 

Penerbangan di BMKG di sebabkan oleh belum tepatnya tujuan sasaran pengelolaan 

pendapatan hingga saat ini belum mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan, 

meskipun kontribusinya terhadap PNBP nasional terus meningkat secara nominal, terjadi 

ketimpangan skema bagi hasil, kapasitas SDM dibeberapa wilayah belum memadai, 

sarana dan prasarana belum memadai. Strateginya terdiri dari penguatan tata kelola dan 

legitimasi kelembagaan, pemberdayaan SDM, reformasi regulasi PP tarif, perbaikan 

sarana dan prasarana melalui penyediaan digitalisasi layanan. 

 

Kesimpulan ini dibangun dari dua fokus utama sesuai rumusan masalah, yaitu: 

1. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan PNBP jasa layanan 

meteorologi penerbangan BMKG. 

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa belum optimalnya PNBP 

disebabkan oleh interaksi kompleks yang terdiri dari tujuan karena belum tepatnya 

sistem tata kelola PNBP belum sepenuhnya terintegrasi. Proses penagihan, penyetoran, 

dan pelaporan PNBP masih terfragmentasi antar-unit kerja dan belum sepenuhnya 

berbasis sistem digital terintegrasi. 

Hal ini berdampak pada keterlambatan rekonsiliasi piutang, terutama terhadap mitra 

utama seperti AirNav Indonesia. Kapasitas dan kompetensi SDM terbatas. Meskipun 

secara administratif pengelolaan telah mengikuti regulasi PMK dan PP yang berlaku, 

sebagian personel pengelola belum memiliki pelatihan teknis khusus mengenai PNBP 

berbasis layanan publik strategis. Kurangnya fleksibilitas fiskal dan kebijakan. 
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Struktur tarif yang diatur oleh PP No. 4 Tahun 2012 dan PMK No. 197/PMK.02/2021 

membatasi ruang inovasi BMKG untuk menyesuaikan tarif dengan kompleksitas dan 

nilai tambah layanan. Pemanfaatan teknologi belum maksimal. Digitalisasi 

pengelolaan data cuaca untuk penerbangan sudah berjalan, tetapi belum diikuti oleh 

integrasi sistem pelaporan keuangan dan kinerja layanan. 

 

2. Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan PNBP jasa penerbangan BMKG. 
 

Hasil analisis SWOT dan wawancara menunjukkan bahwa strategi yang 

paling tepat adalah kombinasi strategi SO dan WO, ST dan WT dengan komponen 

utama sebagai berikut: Penguatan tata kelola dan legitimasi kebijakan berupa 

reformulasi kebijakan dan tarif berbasis nilai tambah layanan (value-based pricing) :  

meninjau ulang PP dan PMK terkait agar struktur tarif mencerminkan tingkat 

manfaat dan risiko layanan meteorologi penerbangan. Penyediaan sarana dan 

prasarana melalui Digitalisasi sistem pengelolaan PNBP dan pelaporan keuangan 

terintegrasi: membangun sistem dashboard digital untuk memantau penerimaan, 

piutang, dan kinerja layanan secara real-time. Strtegi pemberdayaan SDM melalui 

Penguatan kapasitas SDM dan fungsi audit internal: memperkuat peran Inspektorat 

dan meningkatkan kompetensi keuangan, hukum, serta komunikasi publik PNBP. 

Kerjasama lintas lembaga dan skema revenue sharing baru: mendorong pembentukan 

joint committee antara BMKG, AirNav Indonesia, dan Kemenhub untuk penetapan 

skema bagi hasil yang lebih proporsional. 

 

3. Strategi untuk mengoptimalkan  dengan kapasitas dan kompetensi SDM terbatas. 

Meskipun secara administratif pengelolaan telah mengikuti regulasi PMK 

dan PP yang berlaku, sebagian personel pengelola belum memiliki pelatihan teknis 

khusus mengenai PNBP berbasis layanan publik strategis. Meningkatkan kapasitas 

SDM non-teknis di bidang bisnis publik, negosiasi, dan data monetization. Jumlah 



115 
 

SDM tersertifikasi bidang manajemen publik harus di perbanyak disesuaikan dengan 

kebutuhan di masing-masing wilayah Republik Indonesia. 

 

B. Saran 

1. BMKG dapat menyusun kebijakan baru dengan mengidentifikasi dan menghitung 

kembali potensi tarif layanan tarif berbasis nilai manfaat layanan (value-based 

pricing) pada jasa layanan meteorologi penerbangan. 

2. Mengintegrasikan sistem pelaporan PNBP dan keuangan dalam satu platform 

digital nasional yang dapat diakses lintas biro dan UPT. 

3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang keuangan, hukum, dan manajemen PNBP 

melalui pelatihan terstruktur dalam bidang teknis dan sertifikasi kompetensi. 

Mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi digital (aplikasi cuaca 

penerbangan, big data analytics, dsb.) untuk meningkatkan nilai ekonomi layanan. 

4. Bagi Biro SDM dan Organisasi melakukan Pelatihan SDM bidang keuangan, 

hukum PNBP dan teknis yang bersertifikasi dan kompeten sebagai pelatihan rutin 

dan berkelanjutan.  

5. Bagi Biro Hukum dan Kerjasama: 

a. Mempertimbangkan revisi PP No. 4 Tahun 2012 dan PMK No. 

197/PMK.02/2021 agar lebih adaptif terhadap dinamika layanan berbasis 

teknologi. Revisi Peraturan Pemerintah RI tentang Jenis dan tarif atas jenis 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku sebagai dasar pungutan PNBP di 

BMKG yang sudah terlalu lama 

b. Mendorong mekanisme bagi hasil yang proporsional dalam kerja sama 

BMKG–AirNav–Kemenhub, dengan memperhatikan kontribusi ilmiah dan 

operasional BMKG. 

6.  Bagi Inspektorat BMKG: 

a. Meningkatkan pengawasan berbasis risiko (risk-based internal audit) serta 

memperkuat koordinasi dengan Kemenkeu untuk sinkronisasi data PNBP. 
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b. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja pengelolaan PNBP secara triwulanan 

untuk mencegah penumpukan piutang dan keterlambatan pelaporan 

 

C. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoretis. 

Penelitian ini memperkuat relevansi teori optimalisasi Siringoringo (2005) dalam 

konteks lembaga publik non-profit, di mana efektivitas tidak hanya diukur dari 

besaran pendapatan, tetapi dari efisiensi proses, akuntabilitas, dan kesesuaian 

strategi terhadap tujuan institusional. 

Selain itu, teori strategi Thompson & Strickland (2003) terbukti aplikatif dalam 

menjelaskan kebutuhan penyelarasan antara faktor internal (struktur organisasi 

dan sumber daya) dan eksternal (regulasi dan lingkungan fiskal). 

2. Implikasi Praktis. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BMKG dan Kemenkeu dalam 

merancang kebijakan fiskal sektoral yang lebih adaptif terhadap karakteristik 

layanan berbasis data ilmiah. 

Implikasi praktisnya adalah lahirnya desain policy brief yang dapat digunakan 

sebagai dokumen rekomendasi untuk: 

a) revisi regulasi PNBP sektor meteorologi penerbangan, 

b) penguatan tata kelola PNBP nasional, dan 

c) peningkatan kemandirian fiskal lembaga publik. 

3. Implikasi Kebijakan Publik. 

Optimalisasi PNBP jasa meteorologi penerbangan berpotensi menjadi model 

penerapan kebijakan berbasis evidence-based fiscal management di sektor 

layanan publik lainnya, khususnya dalam transisi menuju pemerintahan digital 

dan efisiensi APBN. 
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